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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a.

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama
Bupati Banyumas telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
910/468/2009 tanggal 28 Desember 2009
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Mengingat

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas tentang
APBD Tahun Anggaran 2010 dan
Rancangan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2010;

bahwa penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang APBD Kabupaten Banyumas
TahunAnggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
JawaTengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 3569);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
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8.

10.

1.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
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12.

13.

14.

15.

16.

Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah-
an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa
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7.

18.

19.

20.

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4575);
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22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741),
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28

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan:

BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp 1.060.125.170.632,00

2. Belanja Daerah

Defisit

Rp 1.120.296.568.658,00
Rp 60.171.398.026,00
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3. Pembiayaan Daerah

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Penerimaan Rp 86.051.398.026,00
b. Pengeluaran Rp 25.880.000.000,00

Pembiayaan netto Rp 60.171.398.026,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenan Rp 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

terdiridari:

a. PendapatanAsliDaerahsejumlah Rp 65.364.092.826,00

b. DanaPerimbangan sejumlah Rp 849.504.847.512,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp
145.256.230.294,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah
Rp.24.145.132.154,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.28.329.882.326,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sejumlah Rp.6.442.428.102,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.
6.446.650.244,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp. 52.987.374.512,00

b. DanaAlokasi Umum sejumlah Rp.720.191.173.000,00

c, DanaAlokasi Khusus sejumlah Rp.76.326.300.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
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(1)

(2)

3

o

Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah Rp.42.263.113.014,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp.25.795.765.000,00

Pendapatan Lain-lain BLUD RSUD Banyumas sejumlah
Rp.67.197.352.280,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari:

a. BelanjaTidak Langsung sejumlah Rp. 890.278.173.885,00

b.

Belanja Langsung sejumlah Rp. 230.018.394.773,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja:

4a.

b.
C.
d

e.

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 751.663.546.941,00

Belanja Hibah sejumlah Rp. 56.622.900.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 35.729.465.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa sejumiah
Rp.44.762.261.944,00

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
(b) terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawaisejumlah Rp. 39.534.422.350,00

b. BelanjaBarangdan Jasasejumlah Rp. 112.527.383.345,00
c. BelanjaModal sejumlah Rp.77.956.589.078,00
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Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
terdiri dari:
a. Penerimaan PembiayaanDaerah sejumlah
Rp. 86.051.398.026,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah
Rp. 25.880.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf (a) terdiri darijenis pembiayaan :
a. SisaLebih PerhitunganAnggaran (SILPA).TahunAnggaran
sebelumnya sejumlah Rp.81.051.398.026,00:
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
Rp. 2.500.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Rp.2.500.000.000,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
padaayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 20.880.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang Rp.2.500.000.000,00
c. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
Rp.2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiridari

1. Lampiran| Ringkasan APBD;

2. Lampiranli Ringkasan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
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3. Lampiranlil

4. LampiranlV
5. LampiranV
6. LampiranVi
7. Lampiran VIl
8. Lampiran VIl
9. LampiranIX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI|

12. Lampiran XII
13. Lampiran XII|

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanjadan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerinatahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
PenguranganAset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah,;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan.
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Pasal 7
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukanmerupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidakdiharapkan terjadi secaraberulang;

c. beradadiluarkendalidan pengaruh pemerintah daerah;

d. memilikidampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar'setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Desember 2009
BUPATI BANYUMAS,

ttd

MARDJOKO
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Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 31 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDARARIFIN, SKM,M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19531204 197603 1003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009
NOMOR 4 SERI A
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